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ABSTRAK  

Metode yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yakni menggunakan 
metode yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen 

resmi, buku yang berkaitan dengan objek yang menjadi penelitian, hasil penelitian 

baik berupa laporan, skripsi, thesis serta peraturan perUndang-Undangan. 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-

undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan, sedangkan data sekunder 

diperoleh dari sumber kepustakaan. Tujuan dari adanya penelitian ini yakni guna 

mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap jemaah haji plus yang gagal 

berangkat karena pembatalan oleh travel X Surabaya berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  

 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yakni, disimpulkan bahwa travel 

X di Surabaya telah melakukan pelanggaran terhadap beberapa hak jemaah haji plus 

selaku konsumen, yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak jemaah haji plus yang 

dilanggar oleh travel X di Surabaya antara lain Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat 

(7), serta travel X Surabaya juga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) 

huruf f Tentang Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha. Perlindungan hukum 

bagi jemaah haji plus yang gagal berangkat karena pembatalan oleh travel X di 

Surabaya, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni perlindungan hukum secara 

preventif dan represif. Adapun perlindungan secara preventif yakni berasal dari diri 

konsumen itu sendiri, konsumen harus waspada, berperan aktif, kritis serta dengan 

dibentuknya suatu aturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan 

hukum secara represif yakni melalui jalur non-litigasi melalui Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat (LPKSM), serta dapat melalui jalur litigasi yakni melalui pengadilan di 

wilayah peradilan umum.   
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ABSTRACT 

The method used in this study was a normative juridical method. Data in 

this study were obtained from official documents, books related to research objects, 

research results in the form of reports, theses, and laws and regulations. This study 

used primary data obtained from laws and regulations, jurisprudence, or court 

verdict, meanwhile secondary data were obtained from library sources. The aim of 

this study is to find out legal protection for hajj pilgrims plus who failed to leave 

due to the cancellation by travel X Surabaya according to Act Number 8 of 1999 

concerning Consumer Protection. 

The results obtained in this study can be concluded that Travel X in 

Surabaya has violated several rights of hajj pilgrims plus as consumers, which has 

been regulated in Article 4 of Act Number 8 of 1999 concerning Consumer 

Protection. The rights of hajj pilgrims plus that have been violated by travel x in 

Surabaya were Article 4 section (2), section (3), and section (7). Travel x Surabaya 

also has violated Article 8 section (1) letter f concerning Prohibited Actions for 

Business Actors. Legal protection for hajj pilgrims plus that are failed to leave due 

to cancellation by travel X in Surabaya can be carried out by 2 (two) methods, 

preventive and repressive legal protections. Preventive protection is from the 

consumers themselves, in which consumers must be vigilant, active, critical, and 

by the formation of laws and regulations. Moreover, according to Law Number 8 

of 1999 concerning Consumer Protection, repressive legal protection is through 

non-litigation through Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) or Non-

Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM), as well as through 

litigation, which is through the Court in the general court.   
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